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TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undar
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuz

bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimar
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2011, yang dijabarke
kedalam kebiiakan umum APBD serta prioritas dan anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dengza
CPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daera
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011;
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Undang-Undang Nomor 14 Tzhun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Ja
Barat (Berita Negara Tahun 1250 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 19
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indornes
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diub
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tenta
Pajak Buki dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega

Republik Indonesia Nomor 3559);

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais d:
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Repub

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {l.embaran Negara Republik Indonesia Tah
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasicnal (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indoniesiz Nomor 4421);

Undang-Undang Normior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran Megara Republik indonesia Taht
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapak:
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nom
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D&erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor §9, Tambah:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4844);
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Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repu!

Indonesia Nemor 4438),

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dew
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5048j;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae
(Lembaran Negara Reputlik Indenesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indene
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angg
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerin
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudul
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repul
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neg
Republik Indorizsia Tahun 2005 Nomor 48, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502j;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repul
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ZQEE 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran zmmmm.u. Republik Indonesia Tat
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tak
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neg:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubi
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanz
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15C, Tambahan Lembaran Negara Republ

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom:
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarig Pedoman Pembinaain dan Pengawasan Penyeicnggaraa
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nega

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negai
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4609) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta
Nomor 6 Tehun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2608 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarz
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Femerintal
Laporan Keterangan Pertanggiungjawaban Vepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inferma:
Lanoran Penvelenagaraan Pemerintalian Daerah kepada Masyarakat (L.embaran Negara Republik Indonesia I'ahi
2007 Nomor 19, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintal
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

e

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negars
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Noemor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ra
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang seita Kedudt
Kauangan Gubernur sebagai Wakii Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Normor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tzhun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemung
Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun 201C Nomor 119, Tambs
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaim
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perat
Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Da
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Angg:s
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dae

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bzlanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sera Tata C
Fangembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cars Penghitungan, Penganggs
Dalam APBDC, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuain Keuangan Pe
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
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42.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimp
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2
Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Peruba
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabup:
Cianjur Tahun Z007 Nomeor 04 Szri Dj;

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2066 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Das
(RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D

Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dac
iKabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Dae
Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2
Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubzhan £
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organis
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

o WA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CiANJUR TAH
ANGGARAN 2011.




Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 1.503.543.743.912,87
2. Belanja Daerah Rp 1.603.936.557.458, 87—
Defisit Rp (100.392.813.546,00)

3. rembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp 114.038.931.194.00
U,nmzmmm:mqm:mvﬂm.mhm.:ﬂmambm

Pembiayaan Netto Rp 100.392.813 546 (
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,C

Pasal 2
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 128.626.933.804,87,00:
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.173.419.833.108,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 201.486.927.000,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakstd pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Fajak daerah Rp 36.315.408.560,00;

b. Retribusi daerah sejumlah Rp 17.144.474,107 40;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumiah Rp 8.426.625.080,00:
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Kp 66.740.426.057 47.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 107.271.033.108,00;
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp'966.045.250.000,00:
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 100.103.600.000,00,




(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, terdiri dari jenis pendape

da.

b.
c.
d
e

Hibah sejumlah Rp 0,00;

Dana darurat Rp 0,C0;

Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp 40.125.699.000,00:

Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp 161.371.228.000,00;

Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 0,00.

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimara dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

_Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.000.912.980.031,87;

Belanja Langsung sejumlah Rp 603.022.577.427,00.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

o

oo D o

Belanja pegawai sejumlah Rp 844.201.286.647 ,45;

Belanja bunga sejumlah Rp 0,00;

Belanja subsidi sejumlah Rp 2.372.006.500,00:

Belanja hibah sejumlah Rp 57.924.413.346,00;

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 28.469.499.100,00;
Belanja bagi hasil sejumlah Rp 922.000.000,00;

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 62.442.820.000,00:
Belanja tidak terduga sejumlah Rp 4.580.954.438.42,

(3) Bzlanja Langsung sebagairmana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis .Um_mw:‘mm :

a.
b.
c.

Belanja pegawai Rp 59.125.325.700,00;
Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 313.569.455.469,00;
Belanja modal sejumlah Rp 230.328.795.258,00.

o4 ki



Pasal 4

(1) Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 114.038.931.194,00;
b. Pengeluaran sejumlah Rp 13.646.117.648,00.

(2) Panerimaan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) huruf a, terdiri dari ienis pembiayaan :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 114.038.931.194,00;
Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumiah Rp 0,00;

Fenerimaan pinjaman daerah sejumian &Ko 0,00;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00;

Penerimaan piutang daeran sejumlah Rp C,00.

"0Q0UTw

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2.000.000.000,00;

Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 11.646.117.648,00;
Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00.

aoop

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercanmtum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran i . Ringkasan Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah;
Lampiran Il . Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
Lampiran |l : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja d:

pembiayaan;




Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran V!
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran iX
Lampiran X

Lampiran Xl

Lampiran Xli
Lampiran XIII

10

Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
kegiatan;

Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerint:
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jiabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan diangga
kembali dalam tahun anggaran ini:

Daftar dana cadangan daerah:dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APE

o
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalal
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Januari 2011
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